PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

JL. Raya Padang-Painan Pasar Baru Telp. (0756) 441611

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

Nomor : 460/03 /Kpts/CBY /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2023-2025

CAMAT BAYANG

~Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang
perlindungan anak di Kecamatan Bayang, maka perlu
implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang
tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan
Bayang periode 2023-2025.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republikk Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 77) Jo Undang-undang
Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

_— 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
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4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286)

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 4419);

lang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan

langan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

aran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

jang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan
si dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia
L 2006 Nomor 64, Trmbahan Lembaran Negara
ublik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah
Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang
ubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
1g Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambazahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
s-undang nomor 21 Tahun 2007  tentang
tasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
gara Republik Indonesia Nomor 4720j;
1g Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
gara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s+ Nomor 52 Tahun 2009 tentang
endudukan dan Pembangunan Keluarga
ublik Indonesia Tahun 2009 Nomeor

an Negara Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 2014
baran Negara Republik Indonesia
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dang Nomor 9 Tahun 2015
as Undang-undang Nomor 23
h Daerah (Lembaran Negara
|5 Nomor 58, Tambahan
sia Tahun Nomor 5679);
30 Tahun 2014 tentang
~ Negara Republik
ahan Lembaran
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan  Kerjasama  Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

E Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran

* ‘ a Republik Indonesia Nomor 4604);

aran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
aan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik

Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran

publik Indonesia Nomor 4786);

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang

n, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak

menjadi Korban atau Pelaku pornogafi (Lembaran

publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang

ngan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

an Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
ibahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2017 tentang
bagi Arak yang menjadi Korban
ran Negara Republik Indonesia Tahun
bahan Lembaran Negara Republik

mor 44 Tahun 2017 tentang
nak (Lembaran Negara Republik

‘Tahun 1990 tentang Konvensi

eri Nomor 26 Tahun 2002

Peningkatan Peranan Wanita
ra di Daerah,; .

ayaan Perempuan dan

Perlir L ahun 2011 tentang

Kebijakss embangunan;
24.Peraturan an Perempuan dan

Perlindung tentang Kebijakan

Pengemban

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten /Kota Layak Anak;

26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Paiiduan
Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;

27 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan
Evaluasi Kabupaten/Kota layak Anak;

27 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan

Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

eraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
dungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang
sanaan Pembangunan Keluarga;

raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

g Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
turan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi, tata Kerja dan wuraian Tugas Jabatan
al Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
n; Anak;

MEMUTUSKAN

tuk  Kepengurusan Forum  Anak

Bayang Kabupaten Peisisir Selatan
i tugas merencanakan,
kan, mengkoordinasikan, dan
an kegiatan hak-hak dan partisipsi
pembangunan perlindungan anak
ayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Kecamatan Bayang Kabupaten
empunyai tugas merencanakan,
- mengkoordinasikan, dan
tan hak-hak dan partisipasi
unan perlindunagan anak
Ipaten Pesisir Selatan ;
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KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan
Forum Anak bertanggungjawab dan melaporkan
hasil pelaksanaanya kepada Bupati Pesisir
Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan 3
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan; :

KEEMPAT . Masa bakti kepengurusan Forum Anak
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
tanggal ditetapkannya keputusan irii.

KELIMA . Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 09 Maret 2023
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